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ABSTRAK

Realita menunjukkan bahwa dinamisnya kehidupan masyarakat yang dipengaruhi
oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi mengakibatkan
munculnya berbagai modus yang mengarah pada terajadinya suatu tindak pidana
dalam kerangka dunia maya salah satunya yang paling banyak terjadi adalah
kekerasan berbasis gender online (KBGO). Setidaknya terdapat berbagai tipe-tipe
KBGO berupa: revenge porn; malicious distribution; cyber harassment,
impersonate; cyber stalking; cyber recruitment; sexting; cyber hacking; morphing,
unidentified. Penelitian ini bertujuan untuk melihat KBGO dengan tipe morphing
menggunakan sudut pandang hukum pidana dan melihat pertanggungjawaban
pidana pelaku morphing. Saat ini peraturan mengenai KBGO, dalam hal ini
morphing, masih belum cukup untuk melakukan penegakan hukum atas adanya
perbuatan kekerasan berbasis gender online, seperti mengenai kualifikasi
kekerasan berbasis gender online yang masih belum jelas. Menilik dua perkara di
atas, kekerasan berbasis gender online memiliki urgensi untuk dibahas.
Setidaknya. dapat dilihat bahwa persoalan utama yang dibawa hanya pada
terjadinya tindak pidana membuat, menyebarluaskan, atau menyediakan
pornografi dan tindak pidana melakukan manipulasi Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elekronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Padahal,
dalam terwujudnya tindak pidana itu telah terjadi terlebih dahulu kekerasan
berbasis gender online, yang dalam tulisan ini menjadi suatu isu hukum yang
dibahas. Penelitian ini melihat dinamika penanganan pidana kejahatan morphing
menggunakan dua putusan Pengadilan Negeri yakni: Putusan Nomor
77/Pid.Sus/2020/PN.Atb dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Prn. Penulis
menemukan dalam kedua putusan tersebut, majelis hakim belum
mempertimbangkan unsur kekerasan seksual dalam keputusannya, sekalipun
menjatuhi pidana, majelis hakim masih melihat morphing sebagai kekerasan

elektornik bukan berbasis gender.
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Kata kunci: Kekerasan berbasis gender online, morphing, pertanggungjawaban

pidana.
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ABSTRACT

Reality shows that the dynamics of people's lives which are influenced by the
development of communication and information technology, have resulted in the
emergence of various modes that lead to the occurrence of a crime within the
framework of cyberspace, one of which is the most common online gender-based
violence (KBGO). At least there are various types of KBGO: revenge porn;
malicious distribution; cyber harassment; impersonal; cyber stalking, cyber
recruitment, sexting; cyber hacking, morphing, unidentified. This study aims to
look at the KBGO with the morphing type using a criminal law point of view and
to see the criminal responsibility of the perpetrators of morphing. Currently, the
regulations regarding KBGO, in this case, morphing, are still insufficient to
enforce the law on the existence of online gender-based violence, such as the
qualifications for online gender-based violence, which are still unclear. Judging
from the two cases above, online gender-based violence has the urgency to be
discussed. At least. It can be seen that the main problem brought only to the
occurrence of the criminal act of making, distributing, or providing pornography
and the criminal act of manipulating Electronic Information or Electronic
Documents with the aim that the Electronic Information or Electronic Documents
are considered as if the data were authentic. In fact, in the realization of the
crime, online gender-based violence has occurred, which in this paper has
become a legal issue to be discussed. This study looks at the dynamics of handling
morphing crimes using two District Court decisions: Decision Number
77/Pid.Sus/2020/PN.Atb and Decision Number 3/Pid.Sus/2021/PN Prn. The
authors found that in both decisions, the panel of judges had not considered the
element of sexual violence in their decision. Even though they were sentenced to a
crime, the panel of judges still saw morphing as electronic violence, not gender-

based.

Keywords: online gender-based violence, morphing, criminal liability.
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